BALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KER.JA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a.bahwa  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan
penyvederhanaan birokrasi yang optimal di hngkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal schingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektd dan
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
9021 tentang Penvederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 8% Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kendal sudah rtidak sesuai dengan kondisi
sekarang, sehingpa perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tatsa Kerja pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1950 lentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 lenfang
Pembentulkcan Daerah Tingkat 11 Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ientang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam



Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 19653 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5494);

.Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 Ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
637 3);

.Peragturan Pemerintah MNomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1930 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dar hal Pembentukan Dacrah-dacrah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 lentang
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I Scmarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079,

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
.Pergturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai  MNegeri  Sipil  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintzh
Momor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintalh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
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Menetapkan
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Fungsional (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525),

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi  Birpkrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhaan  Struktur  Organisasi  Pada  Instans
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546[;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Deerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten hendal Nomor
157}

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghil Daersh
Kabupaten Kendal [Lembaran daerah Kabupaten kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten kendal Nomor 159) sebagaimana Lteluh
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturin Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubshan Kedua Atas Peraturan Daerah  Rabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kenda! Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Dacrah hKabupaten Kendal Numor
219),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAMN, SUSLINAN
ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Bupati inl yvang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal,

2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati schbagar unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang MEmUmpIn
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kendal.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten
Kendal,

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebul Dinas
adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal a/



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kendal.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya discbut ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

8, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dissbut PNS
adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlalo

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

10, Kelompok Jabatan Fungsional adalah scjumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya.

11.Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas
untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Sekretaris/ Koordinator dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kepiatan pada unit kerjanya
sesnai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh
Kepala Perangkat Daerah.

12. Pelaksana Scnior adalah PNS yang memiliki senioritas
dari aspck kepangkatan dan mempunyai kampetensi
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Dacrah untuk
diberikan tugas mermbantu Selretaris/ Kepala
Bidang/Kepala Bagian/Koordinator pada unit kerjanya
dalam menyusun perencanaan, pclaksanaan dan

pengendalian, pemantauan  dan evaluasi, scrta
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya.
BAB 1l

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pazal 2

(1) Dinas  merupakan  unsur  pelalksana  urusan
pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2} Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sckretaris Daerah.

§
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Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

a, pcrumusan kebijakan di bidang perhubungan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebyakan di bidang
perhubungan;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di
bidang perhubungan;

d. pengelolaan  dan  fasilitasi  kegiatan di  bidang
perhubungan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perhubungan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perhubungan;
dan

g. pclaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati di bidang perhubungan.
BAB Il
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 5
(1) Busunan Organisasi terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Lalu Lintas;

= PR

Bidang Anghutan;

e, Bidang Kesclamatan dan Tekmk Sarana;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Kepala Dinas
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
mempunyai rincian tugas:

.

merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna keclancaran pelaksanaan
tugas;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

. merumuskan kebijakan tcknis urusan pemerintahan

bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan di bidang perhubungan scbagai bahan
perumusan  kebijakan  teknis  seria pedoman
pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang perhubungan s¢sual
peraturan perundang-undangan agar kinera Dinas
mencapai target yang telah ditetapkan;

menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan
inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan
ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur (S0P
dalam  penyelenggaraan kegiatan  di bidang
perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang eptimaly

mengoordinasikan penyusunan, penetapan,
pengendalian dan pengawasan tarifl jasa di bidang
perhubungan sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang
perhubungan antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak lain
agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;

d



k.

(1]

(<)

(3

mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan
data di bidang perhubungan agar diperoleh efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program kerja Yang telah
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
lisan maupun tertulis sebagal wujud akuntabilitas dan
transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai Ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran  dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scrta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretans yang
herkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas  dalam  perumusan  kebijakan  teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pENEAWESEN,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum,
kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebapgaimana dimaksud
pada ayat (2], Sekretariat mempunyai flungsi:

a. perumusan kebijakan telknis di hidang
kesekretariatan;

b. pengoordinasian  dan  pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan,

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
kesekretarialan;

d. penpelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  kegiatan
kesckretariatan; dan

[, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang kesekretanatan.



(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3], Sekretaris Dinas
bertugas ;

i,

mMEnyusun rencana dan  pProgram kegiatan
Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagail pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalw pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efelktif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan  baik
gecara  lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
ingtansi lerkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, secria
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan (UgZas;

menelaah dan  mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vang berkaitan dengan kegiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi,
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Hencana
Kegiatan dan  Anggaran  (RKA),  Dokumen
Pelaksanaan Angearan (DPA) serta perubahan
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran
vang ditetapkan;

mengonordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMDY,
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja
(PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuail
dengan ketentuan yang berlaku;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LEPRJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF),
Evaluasi Kinerja Pembangunan Dacrah [EKPD),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK] dan jenis
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

mengelola sistem informasi dan data Dinas scsual
dengan kelentuan yang berlaku agar diperoleh
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

menyclenggarakan pelayanan adminisira g1 umum,
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan,
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(2]

8,

kehumasan, protokeler, perpustakaan, kearsipan,
dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan,
pengelolaan @set tetap dan aset tidak tetap, stria
fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan
tamu Dinas;

mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan
Standar Operasional Progedur (SOP), analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar
pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan
pegawai Dinas;

melaksanakan  pembinaan, pengawasarn, dar
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sckretariat dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pcmberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatarn,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulizs berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan;

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
zesusi dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal B

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (1) huruf b, terdini atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. 8ub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Baglan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris;



(1)

(2]

Paragral 1
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [1) hurul a
mempunyai  tugas melaksanakan  sebagian  tugas
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem
informasi Dinas, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Kepala Sub Bagian Percncanaan dan Keuangan
mempunyal rincian tigas |

& menvusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian
Perencanasan dan Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien,

¢, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya scrta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

{. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tekms,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan
usulan program kegiatan dari masing-masing sehksi,
subbagian dan UPTD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna menghindari kesalahan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran [DPA) serta pcrubahan anggaran SERUAl
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

i, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMDY],
Rencana Strategis [Renstra), Rencana Kerja [Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (FK)

a
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dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlalo;

menyusun konsep Standar Operasional Proscdur (SOF)
Sub Bagian Percncanaan dan RKeuangan scria
menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun
oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD;

menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut
hasil pemeriksaan atau audit sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

menghimpun dan meneliti laporan perkembangan
tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-
masing sub bagian, seksi dan UPTD sebagai bahan
penyusunan laporan  Pengendalian  Operasional
Kegiatan (POK);

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban  Bupati  [LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP|, Evaluasi
Kincrja Pembangunan Daerah [(EKPD), Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah  [3PIF) dan jenis
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendahan,
dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi
dinas;

menviapkan bahan dan sarena administrasi keuangan
dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan,

pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan;

. menghimpun dan memproses usulan pencairan
anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan
UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proscs
administrasi kecuangan melalui  aplikasi  sistem
informasi untuk perigelolaan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat
pengelola keuangan dan bendahara di hingkungan
Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan
anggaran dengan cara membandingkan laporan
perkembangan  realisasi  belanja  dengan rencana
pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksansan kegiatan
guna menghindari Kkesalahan serte memberikan
koreksi penyempurnaan;

. menyiapkan  bahan  dan  menyusun  laporan
pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis
pelaporan keuangan lainnya;
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melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut,

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragral 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 10

Kepala Sub PBagian Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1) huruf b,
mempunyai  tugas melaksanakan sebagian [ugas
Sekretaris dalam penyiapan bahan  perumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian,
pengelolaan dan pemberian  bimbingan di  bidang
administrasi wumum, ketatalaksanaan, kehumasan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan,
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan
analisis jabatan dan budaya kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala 3ub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai rincian (ugas !

a. menyusun rencana dan program kegmatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluass
kegiatan tahun sebelumnya scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan
kompectensinya serta memberikan arahan  baik
spcara  lisan maupun tertulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertilal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scria

4



dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tUgas;

menelagh dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya scbagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesUEl
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, cvaluasi jabatan, budays kerja, survey
kepuasan masyarakal, standar pelayanan serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
merencanakan, memproses dan melaporkan
pengadaan bareng dan jasa untuk keperluan Dinas
serta mengusulkan penghapusan asci lelap, ascl
tidak tctap, aset tidak berwujud dan barang
persediaan sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan
Layanan Pengadaan 3ecara Elektronik  [(LPSE)
Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa
Dinas sesuai dengan peraturan  perundang:
undangan;

melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administrasi serta  melakukan — pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan asct tetap dan aset
tidak tetap agar dapat digunakan optimal;]

menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara  rutin  dan berkala serta
memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh
pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi
kepegawailan;

. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan
pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian { pensiun, pembuatan kartu
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen),
pengiriman peserta pendidikan  dan pelatihan
(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan
kepegawaian lainnya;

melaksanakan urusan rumah tangga - scria
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapal maupun penerimaan
kunjungan tamu Dinas;

mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor,
kebersihan, danm  pertamanan  agar  tercipta

&
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lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan
NYAman;

p. menyiapkan bahan dan menyusin konsep Standar
Operasional Progedur (SOP) kegiatan Sub Bagian
Urmum dan Kepegawaian;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawalan dengan cara
mengukur pencapalan program kerja yang Lelah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilias  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

a melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas
Pasal 11

Bidang Lalu Lintas schagiaman dimaksud dalam Pasal 5
ayat {1) huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pecngawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, ecvaluasi, dan
pelaparan kegiatan di bidang lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas memputiyai fungsi:

a, perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang

lalu lintas;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang lalu lintas;

d, pengelojaan dan fasilitasi keglatan di bidang lalu
hintas;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan  di
bidang lalu lintas; dan

I. pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan
olch Kepala Dinas di bidang lalu lintas.
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(4) Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) dan ayat (3}, Kepala Bidang Lalu
Lintas mermpunyai rincian tUgas

.

E.

menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Lalu Lintas berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan [Ugas,
meniabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektf dan efisien;
membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetcnsinya serta memberikan arahan bak
secara  lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melalesanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian
operasional, perparkiran, serta penerangan jalan
LIMLIm;

merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis
dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas
pengendalian operasional, perparkiran,
perkeretaapian serta penerangan jalan umum;
merencanakan dan melaksanakan pemelinaraan
fasilitas lalu lintas, penetapan rencana lokasi serta
pengadaan dan pemasangan kebutuhan [asilitas
perlengkapan lalu lintas jalan {rambu jalan, marka
jalan, guard rll, papan nama jalan, RPP.J, pita
penggaduh, road barrier chevron, Traffic Light, Flash
Light, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali
dan pengaman pemaksi jalan) serta  fasilitas
pendukung di jalan yang menjadi kewenangan
Daerah;

mengoordinasikan dan mengatur  pengamanarn,
pengawalan, dan penertiban lalu lintas di bidang
perhubungan darat, laut, dan udara seslial
peraturan perundang-undangan scria kebijakan
pimpinan untuk meningkatkan kelertiban,
kelancaran, dan keselamatan bagi penggunanys;
mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan,
pengawasan serta pengendalian teknis kegiatan jasa
perparkiran  dengan melakukan  pemantauan
lapangan wuntuk meningkatkan ketertiban  dan
keselamatan;

menyiapkan rekomendasi pemberian 1Zin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
untuk umum serta penyelenggaraan sckolah/kursus
mengemudi sesuai peraturan perundang-undangan;

8
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l. mengoordinasikan kegiatan survey, perencanaan
teknis, dan studi kelayakan penerangan jalan umum
sesual peraturan perundang-undangan;

m. mengoordinasikan kegiatan pembangunan,
pengaturarn, pecmeliharaan, pengembangan,
pengawasan, pengelolaan dan Permasangan
penerangan jalan umum;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

o. mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peninglatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  schagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pa=al 12

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas schagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 avat (1} hurufl ¢, terdiri atas :

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. Seksi Penerangan Jalan Umum ; dan

¢, Bub Koordinator Pengendalian Operasional dan
Perparkirarn.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurul a dan

huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Selesi vang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Lalu Lintas;

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul ¢ terdin atas kelompok jabatan fungsional yang

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Bidang Lalu Lintas;

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b mempunyai tugas sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati inl;

Paragrafl 1
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 13
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a

&
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mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Lalu Lintas dalam penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang manajemen
dan rekayasa lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas mempunyal rinclan {ugas .

a. menyuasun rencana dan program kegiatan Seksi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya schagal  pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkapan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efelctif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan bank
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tUgas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tUgas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup fugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

{. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

g. menyiapkan bahan penyusunan dan perencanaan
manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan
berdasarkan hasil peneliian dan pemantauan
lapangan, peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kebijakan atasan untuk bahan konsep
kebijakan Kepala Dinas;

h, menyiapkan bahan dan menyusun rancangan lokasi
penempatan dan kebutuhan fasilitas perlengkapan
Jalu lintas jalan {rambu jalan, marka jalan, guardrill,
papan nama jalan, RPPJ, pita penggaduh, road
barrier chevron, Traffic Light, Flash Light, alal
pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
pengaman pemakai jalan| serta fasilitas pendukung
di jalan vang menjadi kewenangan Dacrah;

i, melaksanakan pengadaan, pemasangan dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan
dan perlintasan scbidang guna meningkathkan
kenyamanan dan kesclamatan pengguna lalu lintas
angkutan jalan;

j, melaksanakan upaya pengembangan prasarana lalu

lintas angkutan jalan pada perlintasan kereta apt
dengan mengadakan pengumpulan, pengolahan

8
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data, analisis data dan pengamanan perlintasan
sehidang demi  tercapainya  Keamanan dan
kesclamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta
apl;

k. melaksanakan kegiatan survey penelitian dan
Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sesual
dengan peraturan perundang-undangan untuk
mendapatkan data primer dan sckunder yang valid
untuk menentukan ruas jalan dan memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat;

l. melakukan pendataan, analisa, dan pengaturan
arus lalu  lintas kendarasan melalui  teknik
manajemen dan rekayasa lalu  lintas sesuEl
peraturan perundang-undangan;

m, menyusun dan menetapkan rencana kelas jalan di
jalan wang menjadi kewenangan Dacrah scsual
peraturan perundang-undangan;

n. melaksanakan kegiatan upeya pencegahan dan
penanggulangan kecclakaan lalu lintas di jalan yang
menjadi kewenangan Daerah sesuai kelentuan agar
terwujud keselamatan pengguna jalan;

o, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur [SOP)  kegiatan Scksi
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluas:
pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas dengan cara mengukur
pencapaian program kKerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

5. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

Paragraf 2
Seksi Penerangan Jalan Umum
Pasal 14

(1) Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum sebagmimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyal
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu
Lintas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
tcknis, pengoordinasian, pembinaan,  pengawasarn,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasgi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pencrangan jalan umurn.

4]
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum
mempuyai rincian tugas:

Bl

menyusun rencana dan  program kegintan Seks
Perierangan Jalan Umum berdasarkan peraluran
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun scbelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tLgas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronizasi dan harmonisasi pelaksanaan LUgas;

menelaah  dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebapal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis,
petunjuk pelaksansan, dan naskah dinas zesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan dan mela ksanskan kegiatan
survey, perencanaan teknis, dan studi  kelayakan
penerangan jalan umum;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan
instalasi lampu penerangan jalan umum pada ruas
jalan atau lokasi yang menjadi kewenangan Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan;

melaksanalkan pengaturan, pemeliharaan,
pengembangan, pengawasan, dan pengoordinasian
pengelolaan/ pemasangan lampu penerangan jalan
Tmum,

menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan dan
penempatan instalasi lampu pencrangan jalan umum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pemelibaraan secara rutin lampu
penerangan jalan umum yang berada pada ruas jalan
atau lokasi yang menjadi kewenangan Dacrah;

melaksanakan inventarisasi peralatan, perlengkapan,
dan perbekalan  kepgiatan  pengelolaan lampul
penerangan jalan umurm;

menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar
Operasional Prosedur (SOF) kegiatan Sekai Penerangan
Jalan Umum untuk peningkatan kualitas pelayanan

publik;
§
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n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum dengan cara
mengukur pencapalan program kerja yang lelah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tndak
lanjut;

0. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

cesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

p. menyusun laporan pelaksanaan  kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan ke giatan,

gq. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scria untuk
menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pirmpinan
sesuai dengan fugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Keempat
Bidang Anglkutian
Pasal 15

Bidang Angkutan dipimpin cleh seorang Kepala Bidang
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Anghkutan sebapaimana dimaksud pada

avat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pengelolaan, fasilitasi, cvaluasi, dan pelaporan kegiatan di

bidang angkutan.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Angkutan mempunyai lungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;

b, pengoordinasian dan pclaksanaan kegiatan di bidang
angkutan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang angkutan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan  di
bidang angkutan; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas di bidang angkutan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada avat (2) dan ayat (3}, Kepala Bidang

Angkutan mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Angkutan  berdasarkan  peraluran perundang-
undangan dan hasil ecvaluasi  kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas,
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menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efcktil dan cfisien;
membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas,

 melaksanalkan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
angkutan darat, pelayaran, dan angkutan laat;
merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis
kegiatan angkutan darat, pelayaran dan angkutan
Laut;

. menyiapkan rekomendasi perizinan berkaitan dengan
penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendaraan
umum sesuai peraturan perundang-undangan dan
kewenangan vang didelegasikan;

mengendalikan operasional angkutan Orang | barang /
khusus berdasarkan hasil penelitian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku schagai bahan
kebijakan atasan dalam menyvelenggarakan
manajemen angkutan;

merumuskan hasil survey dan evaluasi pelayanan jasa
angkutan pada masing-masing trayvek [(jalur] sccara
berkala scbagai konsep kebljakan Kepala Dinas
terhadap perubahan atau pengembangan jaringan
trayek;

mengoordinasikan penyediaan data dan informasi bagi
masyarakat tentang keberadaan pelayanan
perhubungan atau pengembangan jaringan trayek;
mengoordinasiken dan melaksanakan pembinaan
terhadap pengusaha dan awak/kru angkutan umum
dengan menghadini pertemuan yang diadakan oleh
Organisasi Angkutan Darat atau paguyuban awak
angkutan dalam rangka pemberdayaan kelompok
masyarakat angkutan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia;

_ melaksanakan fasilitasi pengoperasian kegiatan usaha
jasa angkutan berdasarkan hasil kajian, pemantauan
lapangan, serta peraturan perundang-undangan
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untuk meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan
perencanaan  pembangunan  terminal  tipe  C

berdasarkan peraturan perundang-undangan Yang
berlaku;

0. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Angkutan dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lamut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawail dan perilaku kerja
sestal ketentuan dalam rangks peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi,

g. menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud  akuntabilitas dan
transparanst pelaksanaan kegiatan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepadsa
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

s, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
scsual dengan tugas dan [ungsi unit kerjanya.

Pazal 16

Susunan Organisasi Bidang angkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. Seks Angkutan Darat; dan

b. Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a dan
huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Anghkutan;

Paragraf 1
Scksi Angkutan Darat
Pasal 17

Kepala Seksi Angkutan Darat sebagaimana dimaksud dala
Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dalam penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
angkutan darat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Scksi Angkutan Darat mempunyai rincian
fLgas .
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menvusun rencana dan program kegiatan Scksa
Angkutan Darat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi  kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
apar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;
membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik sccara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
ugas,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan UEAs;
menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis,
petunjuk  pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kKegiatan;

menyusun rencana operasional dan pengendalian
atgkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan
umum agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan
jasa anghkutan dengan penyedia jasa angkutan,
kapasitas  jaringan transportasi  jalan  dengan
kendarsan umum yang beroperasi serta Menjamin
kualitas pelayanan angkutan penumpang;

menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian angkutan barang dan angkutan khusus
serta rtekomendasi pemberian izin  bongkar muat
barang di jalan sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

menviapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
kepada pengusaha maupun awak/kru angkutan
dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh
Organisasi Angkutan Darat atau paguyuban awak
angkutan dalam rangka pemberdayaan  kelompok
masyarakat angkutan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia;

melaksanakan pengawasan dan pemantauan jaringan
transportasi dan distribusi perjalanan schagal upaya
pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dalam
rangka menjamin kelancaran dan kualitas pelayanan
anglutan serta sebagai hahan evaluasi jaringan
transportasi dan terpenuhinya kebutuhan angkutan
jalan;

menyiapkan bahan pembenan rekomendasi perizinan
berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan
dengan kendaraan umum meliputi izin  usaha
anglutan, izin trayek dan kartu pengawasan seria
layanan pemberian izin prinsip, izin operasi, izin
insidentil, dan izin peremajaan armada angkulan

6



11]

24

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kewenangan yang didelegasikan;

|. melaksanakan pendataan dengan mengadakan survey
secara berkala dan menyajikan data berkaitan dengan
kondisi pelayanan angkutan sesuai dengan kondisi
yang ada dan evaluasi terhadap pelayanan angkutan
sesual dengan izin yang diberikan kepada masing-
masing trayek;

m. melaksanakan kajlan kebutuhan sarana dan
prasarana jaringan  ftransportasi jalan  dengan
mengadakan analisis pemilihan sarana angkutan agar
terwujud simpul-simpul transportasi jaringan jalan,
terminal, sub terminal, pangkalan serta shelter dan
halte;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi jaringan
transportasi dan  distribusi  perjalanan untuk
mewujudkan tersedianya data scria terpenuhinya
kebutuhan angkutan jalan,

o. menyiapkan bahan dan menyusun  rcncana
pemnbangunan terminal tipe C berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

p. menylapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegialan Beksi Angkutan
Darat untuk peningkatan kualitas pelayanan publilk;

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Angkutan Daral dengen cara mengu kur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut,

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kera
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kanr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

s. menyusun laporan pelaksanaan kegatan kepada
pimpinan  sebagai wujud  akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar sertd untuk
menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragraf 2
Seksai Pelayaran dan Angkutan Laut

Pasal 18

Kepala Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 avat (1) huruf b mempunyai
tugas melaksanakan sebagian {fugas Kepala Bidang
Angkutan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
telnis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pelayaran dan anghkutan
laut.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut
mermpunyal rincian TUgas :

.

menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Pelayaran dan Angkutan Laut berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kecgiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;
membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
‘nstansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam ranghka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan TUgas;
menelagh dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebapgal bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai
lingkup tugasnya guna mendukung  kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan dan menyusurl rekomendasi percncanaan
penyelenggaraan  jaringan transportasi  perints,
perietapan  rencana induk dan pengembangan
pelabuhan lokal, penetapan lokasi, pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan umum/khusus, pengclolaan
dermaga, penectapan Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan (DLKR/DLKF);

elaksanakan fasilitasi pengelolaan pelabuhan sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki Daerah dan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan
pemeliharaan alat pengawasan dan alal pengamanan
(rambu-rambu) laut, danau, dan sungai dalam wilayah
Daerah;

melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan
kelaiklautan kapal, serta melakukan penjagaan,
pemantauan dan penyelamatan kelautan,

menyusun dan menctapkan rencana umum jaringan
dan penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungal,
danau, dan penyeberangan dalam wilayah Daerah;
melaksanakan pengawasan,  pengendalian,  dan
penertiban lalu lintas lintas angkutan sungal, danau,
dan penyeberangan dalam wilayah kabupaten, melalui
hasil pengujian, pemeriksaan Ketentuan sertifikasi dan
penandaan alat/perangkat anghkutan untuk
pengendalian perkembangan kegiatan usaha jasa
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angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam
wilavah Daerah;

m. menylapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP] kegiatan Scksi Pelayaran
dan Angkutan Laut untuk peningkatan kualitas
pelayanan publils

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut dengan
cara mengukKur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

g, mengevaluasi dan menilal prestasi kerje bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaarn dan sanksi,

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan [ungsi unit kerjanya.

Bagian Kelima
Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana
Pasal 19

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dipimpin oleh
scorang Kepala Bidang yang herkedudukan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Bidang Keselamatan dan Teknik BSarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
sebapian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pcngawasan,
pengendalian,  pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik
sarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], Bidang Kesclamatan dan Teknik Sarana
mempunyail fungs :

a, perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan
dan teknik sarana;

b, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
keselamatan dan teknik sarana,

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang kesclamatan dan teknik sarana;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang
keselamatan dan teknik sarana;
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
keselamatan dan teknik sarana; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas di bidang keselamatan dan teknik
sarang.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi schagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, Kepala Bidang
Kesclamatan dan Teknik Sarana mempunyai rincian
tugas:

.

menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Keselamatan dan Teknik Sarana  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya schagni  pedoman
pelaksanaan UEAS,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsullasi dengan
nstanai terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebaga: bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang keselamatan dan teknik sarana;

merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis
kegiatan pengujian kendaraan, perbengkelan, dan
kendaraan tidak  bermotor sesuasi  pcraturan
perundang-undangar;

merumuskan mekanisme kerja petunjuk teknis dan
persyaratan laik jalan yang wajib dipenuhi oleh pemilik
kendaraan bermotor yang wajib uji, pemilik karoscn
dan perbengkelan, serta pemilik kendaraan tidak
bermotor sebagai dasar pembinaan dan pengendalian,

mengoordinasikan  dan melalksanakan pembinaan
kepada pemilik kendaraan bermotor, kendaraan tidak
bermotor, karoseri dan perbengkelan secara langsung
maupun tidak langsung tentang pengujian, perawatan,
pemeliharaan, dan pengawasan kendaraan bermotor
dan tidak bermotor serta penggunaan suku cadang
sehingga tumbuh  kesadaran  akan pentingnyva
keselamatan di jalan;

melaksanakan pengendalian administratif dengan cara
memberikan petunjuk teknis dan administratif kepada
pemilik kendaraan wajib uji, pemilik  kareseri dan
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perbengkelan, pemilik kendaraan tidak bermotor agar
dapat tercipta keamanan dan ketertiban transportasi;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Keselamatan dan Telmik Sarana
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

I, mengevaluasi dan menilai  prestasi kerja bawahan
berdasarikan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

m, menyusun laporan pelaksanaan kegatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
tranaparansi pelaksanaan kegiatan,

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar secria untuk
menghindari penylmpangan; dan

o. melaksanakan tugas Kedinasan lain dan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Keselamatan dan Teknik
Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1)
huruf e, terdiri atas :

a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

b. Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor.
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a dan
huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang berada dibawsh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;

Paragraf 1
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 21

Kepala Seksi Penpujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Kesclamatan dan Teknik Sarana dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
[asilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pengujian kendaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
mempunyai rincian tugas ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan  Seksi
Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan
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perundang-undangan dan hasil evaluasi kegatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui perigkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisicn;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan rugas;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuat
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatarn;

mengatur jadwal pengujian kendaraan bermotor dan
melakukan penghitungan biaya pengujian sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

. menyiapkan bahan dan sarana pengujian kendaraan
bermotor agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

menginventarisir  kebutuhan  perlengkapan/sarana
pengujian kendaraan bermotor sesual skala prioritas
guna meningkatkan kualitas pelayanan;

melaksanakan pengujian berkala dengan mengadakan
pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di gedung
penigujian agar kendaraan yang dioperasikan di jalan
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

menginventarisir permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan pelaksanaan pengujian
kendaraan bermotor serta menyiapkan bahan petunjuk
permnecahan masalah,

melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor yang
beroperasi di jalan berkeoordinasi dengan scksi dan
instansi terkait untuk menilai kelaikan jalan
kendaraan bermotor;

. melaksanakan tata usaha pengujian  kendaraan
bermotar serta mendokumentasi hasil pengujian guna
tertib administrasi;

memberikan pemunjuk dan bimbingan perawatan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor yang dioperasikan
di jalan supaya kendaraan tersebut laik jalan;

melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan
pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor vang
dilakukan oleh pihak swasta melalui keordinasi
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dengan instansi terksit dan bengkel yang telah
mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat agar hasil pengujian yang
dilakukan pihak swasta memenuhi ketentuan yang
diberlakukan olch Pemerintah;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar
Operasional Prosedur [SOP) kegiatan Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik;

q. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Pengujian Kendsraan Bermotor dengan
cara mengukur pencapaian Program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

§ menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebapai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi pclaksanaan kegiatan;

{. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan,; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Paragrafl 2
Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor
Pasal 22

Kepala Scksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dalam penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
perbengkelan dan kendaraan tidak bermotor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak
Bermotor mempunysi rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program keglatan Seksi
Perbengkelan dan Kendarsan Tidak Bermotor
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
apar pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan efisien;
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membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan inventarisasi semua bengkel dan
karoseri kendaraan bermotor melalui pendataan agar
diketahui jumlah bengkel dan karoseri di Daerah;

. memberikan rekomendasi bagi pemilik bengkel dan
karoser: kendaraan bermaotor baru dengan
mengadakan sosialisasi schingga dapat meningkatkan
Pcndapatan Asli Dacrah (PAD) di sektor perbenghkelan
dan karoseri;

menyiapkan bahan dan memberikan pelatihan bagi
karyawan bengkel dan karoseri kendaraan sesuai
ketentuan vyang berlaku  guna  meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu
bengkel dan lkaroseri kendaraan bermotor serta
pemantauan produk yang disediakan oleh bengkel
sukll cadang dengan memberikan araban agar sclalu
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

. melaksanakan akreditasi dan sertifikasi  kcpada
pengusaha bengkel dan karoseri kendaraan bermotor
swasta dengan memberikan bimbingan dan penilalan
agar bengkel uji berkala kendaraan bermolor swasta
berkembang dan menjaga standar mutu pelayanan;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan cara
meregistrasi dan inventarisasi, survey, pendataan
kendaraan tidek bermotor di wilayah Daerah dengan
meliputi dokar, gerobak, dan becak;

. melaksanakan layanan kelengkapan kendaraan tidak
bermotor dengan memberikan Surat Izin Mengemudi
(S1M), Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak bermotor
(STNKTB), Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Kartu Uji
dan Plat Uji Kendaraan Tidak Bermotor sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengujian dan pembinaan
teknis/ penyuluhan terhadap pemilik usaha anglkutan
kendaraan tidak bermotor dengan mengadakan
pemeriksaan teknis dan kelaikan jalan guna menekan
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angka kecelakaan serta memberikan kenyamanan bag:
pengemudi;

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur  (SOP)  kegiatan  Seksi
Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

p. melaksanakan pemantauan den evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak
Bermotor dengan cara mengukur pencapaian program
keria vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditetapkan sesual dengan kebutuhan dan mempunyai
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Dinas dan Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan fungst dan tugas Jabatan Fungsional,
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan  sejumlah
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang
keahlian.

Jumlah, jemis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis bchan
kerja.

Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual kelentuan
peraturan perundang-undangan.



13

(6] Untuk memenuhi kebutuhan  Jabatan Fungsional
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional
Paszal 24

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(2} Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang
dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu
dan/atau tim kerja.

Pasal 25
(1) Pejabat Fungsional mclaksanakan [ungs: dan tugasnya
secara individu dan/atau berkelompolk.

{2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk
Tim Kerja.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berasal dari Jabatan PFungsional sejenis atau berbagai
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat
Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah.

(4] Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
herasal dar unit organisasi pemilik kinerja.

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

(1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan il
organisasi,

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk

meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya.

BAB V1
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

(2] Dalam melaksanakan tugas seliap pimpinan umit
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun aniar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah secria

4
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instansi lain di luar pemerintah daerah sesual dengan
tugas masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing.

Dalam hal setclah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan
unit organisasi mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuli dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat
pada waktunya.

Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya  wajib diolah  dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, seliap
pimpinan unit organisasi beserta  bawahannya  wajb
mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub koordinator
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
fungsional yang ditunjuk,

Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris dan
Kepala Bidang dalam menyusun perencanarn, pclaksanaan
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesual lingkup
tugas dan fungsinya.

Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, maka
tetap melaksanakan tugasnya pada unit kerja masing-
MAasing.
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BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 30

Jabatan Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas dianghkat
dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang SesUEl
dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

(1)

()

(L)

(2)

13}

(1)

(2)
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4)

Pasal 31

Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jecnis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur
sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk jangka wakiu 5 (ima) tahun yang
diperinci per 1 ([satu) tahun berdasarkan priontas
kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32
Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabal
Fungsicnal.

Sub Koordinator sebapaimana dimaksud pada ayat {1},
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan
Pejabat Fungsional scsual dengan kompetensi yang
bersangkutan,

Penunjukan Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

Dalarm hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang dintamakan
herasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya.
Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapal
pejabat  fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi yang dibutuhkan.

Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub Koordinator
yang berasal dari luar lingkungan kerjanya, maka Kepala
Dinas mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melalu
perangkat dacrah yang menangani kepegawaian,
Penunjukan Sub Keordinator sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
Sekretaris Dacrah. 5
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Pasal 34

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 dan Pasal 33 disamping memperhatikan kesesualan
bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan
persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan
jabatan, kinerja, pengalamen penugasan, integritas dan
moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 35

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Kepals
Dinas.

Pasal 36

(1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sekretaris
dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluas,
serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya
masing-masing.

(2) Disamping melaksanakan tugas sehapgaimana dimaksud
ayat (1) Sub Koordinator  mempunyai  lugas
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian
kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional
sesuai bidang tupas dan fungsinya sesual peratlran
perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan
Bupati Kendal MNomor 52 Tahun 2016 lentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi scria
Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati



[}

3

i7

Keridal Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi scrta
Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten kendal
berlaku ketentuan sebagai berikut |

a. terhadap Pejabat Pengawas Yyang tidak dilakukan
penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur OTgANISAs],
melaksanakan tugas dan fungsinyas berdasarkan
Peraturan Bupati ini;

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, maka

Pelaksana di bawah Pecjabat Pengawas yang tidak

dilaloukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang bersangkutan.

Pada saal Peraturan Bupab ini mulai berlaku, maka

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas Yyang akan

dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati  ini, melaksanakan
tugasnya dengan ketentuan schagai berilout :

a. Pelaksana tctap melaksanakan tugasnya di bawah
Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini;

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada hurul &, maka
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi
Sub Koordinator.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal
[Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 52
Seri D No. 7] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Teta Kerja pada Dinas Perhubungan

&
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kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomot 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati i mulai  berlaku pada  langgal
diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahulnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati im dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap trel
DIcCO M GANINDUTO

Diundangkan di kendal
pada tanggal 29 Descmber 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR B3
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL

TUGAS SUB KDORDINATOR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENTDAL

Bidang Lalu Lintas

sub Koordinatar Pengendalian Operasional dan Perparkiran MmUY Al
tugas -

A.

F.

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinalor
Pengendalisn Operasional dan Perparkiran berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan TUgas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans terkait
bailk vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan Tugas;

ierelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuil
lingltup  tugasnya sebagai bahan atay  pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya pgund
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

melaksanakan pengamanan dan penertiban lalu lintas angkutan
jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pemeriksaan persyaratan wknis dan laik jalan
kendaraan bermotor di jalan melalui kegatan pperasi penertiban
dalam rengka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan
keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan,

melaksanakan kegiatan pengamanan secara rulin setinp hari pada
tempal-tempat yang dipandang rawan terjadi kecelakaan dan jugd
secara insidentil pada kegatan-kegiatan terteniu dgar terwujud
keamanan dan ketertiban di bidang angkutan dan lalu lntas
anglutan jalan;

menyiapkan bahan rekomendasi dan memproses pemberian  izin
penyelenggaraan dan pembangunarn fasilitas parkir untuk umum
sesual ketentuan/ persyaratan dan peraturan perundang-undangan,
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menyiapkan bahan rekomendasi dan memproses pe mberian izin
penyelenggaraan sckolah [ kursus mengemudi sestial
ketentuan / persyaratan dan peraturan perundan g-undangan;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan jasa
perparkiran dengan melaksanakan pemantauan lapangan untuk
meningkatkan ketertiban dan keselamatan,

melaksanakan pembingan dan  pengawsasan teknis  keplatan
sekolah (kursus mengemudi sesual peraturan perundang-undangan:

mengelola pendapatan di bidang perparkiran untuk selanjutnya
dikoordinasikan dengan Bendahara Penerimaan sesual dengan
ketentuan yang berfaku;

mengkaji dan mengevaluasi kegiatan perparkiran serta menyiapkan
bahan,konsep pemecahan masalah sebagai dasar pengambilan
kebijakan pimpinan;

menyiapkan bahan dan menyusin konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pengendalian Operasional
dan Perparkiran untuk peningkatan kualtas pelayanan publik,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepiatan Sub
Koordinator Pengendalian Operasional dan Perparkiran dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
tahan laporan dan kcbijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan keglatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan Kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untulk menghindari peayimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan seaudl dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.
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